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RUANG BEBAS DAN JARAK BEBAS MINIMUM PADA

SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI, SALURAN UDARA

TEGANGAN EKSTRA TINGGI, DAN SALURAN UDARA
TEGANGAN TINGGI ARUS SEARAH UNTUK
PENYALURAN TENAGA LISTRIK

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.l
Nomor 18 Tahun 2015, tanggal 26 Juni 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa ketentuan ruang bebas saluran udara te-
gangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra
tinggi untuk penyaluran tenaga listrik sudah ti-
dak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan
teknologi dan perkembangan peraturan perun-
dang-undangan di bidang ketenagalistrikan, se-
hingga perlu mengatur kembali dan mengganti’
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor O1.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Be-
bas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran
Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk Penyaluran
Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No-
mor 975 K/47/MPE/1999;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, serta untuk melak-
sanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Ke-
giatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer-
intah Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Mini-
mum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Sal-
uran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran
Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Peny-
aluran Tenaga Listrik; ’

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5062); .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Lis-
trik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tanggal 27 Oktober 2014;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 552} sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menten En-
ergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun
2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1725};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG RUANG BEBAS DAN JARAK BE-
BAS MINIMUM PADA SALURAN UDARA TEGANGAN
TINGGI, SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA
TINGGI, DAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI
ARUS SEARAH UNTUK PENYALURAN TENAGA LIS-
TRIK.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1.

Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya
disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat telanjang (konduktor} di
udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai
dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang
ketenagalistrikan. '

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang se-
lanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga
listrik yang menggunakan kawat telanjang {kon-
duktor) di udara bertegangan nominal di atas 230
kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalis-
trikan.

Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah
yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah sal--

urart tenaga listrik yang menggunakan konduktor
telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV
dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau
kombinasi dari keduanya (dwi kutub).

Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bi-
dang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di
sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUT-
TAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya
demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan
benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SU-
TET, dan SUTTAS.

Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor

. adalah jarak terpendek secara vertikal antara kon-

duktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS dengan per-
mukaan bumi atau benda di atas permukaan bumi
yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah
ditetapkan demi keselamatan manusia, makhluk
hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi
SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Ver-
tikal Menara/Tiang adalah jarak terpendek secara
horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang ke bi-
dang vertikal Ruang Bebas bidang vertikal terse-
but sejajar dengan sumbu vertikal menara/ tiang
dan konduktor.

Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang
kepada pemegang hak atas tanah berikut bangu-
nan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat
di atas tanah tersebut karena tanah tersebut di-
gunakan secara tidak langsung untuk pembangu-
nan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan
atau penyerahan hak atas tanah.
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BAB I
RUANG BEBAS DAN JARAK BEBAS MINIMUM
Pasal 2

Ruang Bebas, Jarak Bebas Minimum Vertikal dari

Konduktor, danv Jarak Bebas Minimum Horizon-

tal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang merupakan

batasan yang wajib dipenuhi oleh Pemegang lzin

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang

Izin Operasi dalam:

a. pembangunan, operasi, dan pemeliharaan
SUTT, SUTET, dan SUTTAS untuk memenubhi
keselamatan ketenagalistrikan; dan

b. menentukan obyek Kompensasi tanah, ban-
gunan, dan tanaman di bawah Ruang Bebas
SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

Ruang Bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS

sebagaimana dimaksud pada ayat {l), sesuai den-

gan gambar:

a. Penampang Memanjang Ruang Bebas;

b. Pandangan Atas Ruang Bebas;

c. Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Men-
ara;

d. Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Tiang
Baja atau Beton;

e. Ruang Bebas SUTET 275 kV dan 500 kV
Sirkit Ganda;

f. Ruang Bebas SUTET 500 kV Sirkit Tunggal;

. dan

g. Ruang Bebas SUTTAS 250 kV dan 500 kV,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor

dan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu

Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan

SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sesuai dengan tabel:

a. Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS: dan

b. Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu
Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET,
dan SUTTAS, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB I}
PEMANFAATAN Di SEKITAR
RUANG BEBAS SUTT, SUTET, DAN SUTTAS
Pasal 3
Ruangan sisi kanan, kiri, dan bawah Ruang

Bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS secara teknis



PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain
termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam
Ruang Bebas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
01.P/47/MPE/1992 tanggal 7 Februari 1992 tentang
Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk Penyal-
uran Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015
MENTER!I ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
tid.
SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS|I MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
- ttd.
YASONNA H. LACLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 851

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{ BN }

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK
YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 142/PMK.010/2015, tanggal 24 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa atas impor barang untuk kegiatan usaha
eksplorasi hulu panas bumi telah mendapatkan
fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Ni-
lai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pen-
jualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/
KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertam-
bahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Me-
wah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebas-

kan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2013;

b. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan
energi panas bumi nasional, perlu memberikan
fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah atas impor barang untuk ke-
giatan usaha eksploitasi hulu panas bumi;

c. bahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan
mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan
kepabeanan, perlu memberikan fasilitas tidak di-
pungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pert-



